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ABSTRACT
EVALUATION OF THE RETRIBUTION FOR ROADSIDE PARKING
WITH A SUBSCRIPTION SYSTEM IN INCREASING LOCAL
REVENUES IN BERAU REGENCY
Muhammad Agus

abuafif.agus@gmail.com

Graduate Program Terbuka University

This studi was conducted to determine the implementation of the
retribution for public roadside parking with a subscription system which is done in
services units office (SAMSAT).

The design of this study was qualitative description approach. It means
that word collected were not a number but data collected come from documents or
interview manuscripts, filed observation record and other official documents.

The assessment of implementation of the Retribution for public roadside
parking with a subscription system which is done in the service units office of the
elements that affect the implementation of public roadside parking; Supporting &
resisting factors a achieve the goal of the Retribution for public roadside parking
in increasing local revenues in transportation sektor in Berau Regency.

The subjects of this study were the ooficer of the Retribution, the officials
of echelon in charge of public roadside parking, society and clerks of service umits.

The result if this study conclude that the implementation of the retribution
for public roadside parking with subscription system must be addressed with
innovative steps in order to optimize the result of the Retribution for public
roadside parking in increasing local revenues in Berau Regency.

Keyword: Retribution, Public Roadside parking, Subscribtion System
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ABSTRAK

EVALUASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
SISTEM BERLANGGANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BERAU

Muhammad Agus

abuafif.agusi@email.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir tepi jalan umum dengan system berlangganan yang dilakukan di
kantor layanan SAMSAT Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
kualitatif deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka
melainkan data yang dikumpulkan berasal dari dokumecn/naskah, wawancara,
catatan obseirvasi lapangan dan dokumen resmi lainnya.

Penilaian atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum
dengan system berlangganan yang dilakukan di kantor layanan SAMSAT
dilakukan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir tersebut. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong maupun
penghambat tercapainya tujuan pemungutan retribusi dalam peningkatan PAD
Kabupaten Berau dari bidang perhubungan. Peailaian terhadap factor pendukung
dan penghambat tersebut berasal dari dalam dan dari luar organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis.

Subyek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah petugas
pemungut retribusi, unsur pejabat eselon yang membidangi parkir tepi jalan
umum, masyarakat dan petugas dari SAMSAT.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir tepi jalan umum dengan system berlangganan harus dilakukan
pembenahan dan langkah-langkah inovatif untuk dapat mengoptimalkan hasil
retribusi parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan PAD Kabupaten Berau.

Kata Kunci : Retribusi, Parkir Tepi Jalan Umum, sistem berlangganan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
Dinas Perhubungan Kabupaten Berau yang sebelumnya bernama Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang istilah saat ini adalah organisasi perangkat daerah (OPD)
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang mengurusi kewenangan daerah pada
bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau saat
ini telah menempati gedung baru sejak bulan Juli 2016 yang beralamat di Jalan
Raja Alam Nomor 1, Kilometer 5 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan
Tanjung Redeb yang sebelumnya beralamat di Jalan Mawar No.l dalam
kompleks Kawasan Kantor Bupati Berau.
Dasar organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau adalah Peraturan
Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. Dasar organisasi ini memang baru
sebagai salah satu imbas dari pembagian nrusan kewenangan antara pemerintah
dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yakni Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya untuk melayani masyarakat mempunyai visi “Terwujudnya
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Pelayanan Prima Bidang Perhubungan dalam Rangka Mendukung Visi
Pemerintah Kabupaten Berau”. Pelayanan prima dimaksudkan dalam visi
tersebut adalah bentuk pelayanan bidang perhubungan yang cepat, tepat,
mudah dan biaya ringan. Untuk mewujudkan pelayanan prima, maka Dinas

Perhubungan Kabupaten Berau kemudian menyusun misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau.

2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

3. Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
perhubungan.

4. Meningkatkan PAD di bidang perhubungan.

5. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2016 Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
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5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

b. Struktur organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ditunjang
dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Berau
Nomor 63 Tahun 2016. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Berau masuk dalam kategori kelas B berdasarkan beban kerja yang
diembannya, dimana organisasi perangkat daerah ini hanya memiliki
maksimal 3 bidang dengan masing-masing bidang membawahi maksimal 3
seksi dan sekretariat yang membawahi maksimal 2 sub bagian.

Sehingga susunan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

sebagai berikut.

p—

. Kepala Dinas Perhubungan

[\

. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi
b. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

¢. Scksi Data Informasi dan Arca Traffic Control Sistem

~

. Bidang Angkutan, membawabhi :
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a. Seksi Angkutan Darat;
b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
c. Seksi Pengendalian Operasional
5. Bidang Pelayaran, membawabhi :
a. Seksi Kepelabuhanan;
b. Seksi Sarana Prasarana Penunjang Pelayaran;
c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Untuk unit pelaksana teknis (UPT) yang telah dimiliki oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau sampai bulan Januari 2017 terdiri dari :
a. UPT Terminal Tipe B Rinding, saat penelitian ini sedang dalam proses
penyerahan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuz,
b. UPT Dermaga Lokal Tanjung Redeb

c. UPT Dermaga Lokal Talisayan
UPT yang sedang dalam proses pengusulan pembentukannya adalah:

a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
b. UPT Perparkiran

c. UPT Dermaga Maratua

d. UPT Dermaga Rinding

e. UPT Dermaga Teluk Bayur

f. UPT Dermaga Teluk Sulaiman

Gambar tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

dapat dilihat pada Lampiran 1.
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¢. Sumber daya
1) Aparatur

Aparatur atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Berau sebagai sumber daya organisasi adalah merupakan
salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses berjalannya
organisasi perangkat daerah ini.,Sumber daya aparatur ini merupakan
mesin penggerak berjalannya organisasi dalam pelaksanaan tata
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
a). Komposisi pegawai

Berdasarkan data kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Berau periode Januari
2017 diperoleh gambaran tentang kondisi aparatur yang ada pada dinas
ini. Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
seluruhnya berjumlah 104 (seratus empat) orang yang terdiri atas
pegawai yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 87
(delapan puluh tujuh) orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK/Honorer) berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Tenaga
PPPK/honorer ini adalah tenaga kontrak tahunan yang diangkat dan
dibiayai melalui anggaran rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
(Tabel 4.1).

Dari 87 aparatur yang berstatus ASN, terdapat 20 orang yang
menduduki jabatan struktural mulai dari eselon [V.b hingga eselon IL.b
dan 67 (enam puluh tujuh) orang sebagai staf pelaksana. Pejabat Eselon

II.b yakni kepala Dinas, pejabat Eselon III yang terdiri dari seorang
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sekretaris dan para kepala bidang. Sedang untuk pejabat Eselon IV
berjumlah 15 orang terdiri dari para kepala seksi, sub bagian dan kepala
UPTD serta Kepala Tata Usaha UPTD.

Tabel 4.1.
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Berau

S NO. STATUS LAKI- PEREMPUAN | JUMLAH
PEGAWAI LAKI

1. | ™Aparatur Sipil 73 14 87
bNegara (ASN)
e _

2. | (Pegawai Tidak 16 1 17
Tetap (PTT)
JUMLAH 89 15 104

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Perhubungan
Kab. Berau, Januari 2017

Latar belakang tingkatan pendidikan untuk pegawai yang
berstatus PPPK/honorer terdiri atas 12 orang yang berijazah SMA/SMK
dan 5 orang berizajah SMP. Para PPPK/honorer ini difungsikan pada
beberapa jenis pekerjaan antara lain sebagai tenaga administrasi, tenaga
lapangan, cleaning service, satpam dan tukang taman.

b). Tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan

Berdasarkan data kepegawaian yang disusun oleh Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian pada bulan Januari 2017, tingkat/latar
belakang pendidikan dari para ASN Dinas Perhubungan Kabupaten
Berau terdiri dari lulusan SMP hingga Strata 2 dengan didominasi oleh
ASN yang berlatar pendidikan SMA/SMK sederajat, kemudian latar

belakang Strata 1 dan Diploma. Untuk gambarannya dapat dilihat pada
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Tabel 4.2 tentang Tingkat Pendidikan Aparatur di lingkungan Dinas

Perhubungan K abupaten Berau sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Tingkat Pendidikan ASN pada Dinas Perhubungan Kab. Berau

No. Tingkat Laki- | Perempuan | Jumlah
Pendidikan | Laki

1 S2 1 - 1
2 S1 23 2 25
3 D-1V 2 - 2
4 D-1II 4 1 5
5 SMA 38 11 49
6 SMP 5 - 5
7 SD - - -

JUMLAH 73 14 87

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab.
Berau, Januari 2017

Masih adanya ASN yang berlatar belakang pendidikan SMP
untuk staf pelaksana pada Sub Bagian Umum Kepegawaian dengan
tugas untuk mengurusi taman dan tugas sebagai sopir. ASN yang
berpendidikan S2 memegang jabatan sebagai pejabat eselon II (Kepala

Dinas).

Pangkat dan golongan seorang ASN ditentukan oleh pendidikan
dan eselon. Hingga bulan Januari 2017, ASN di lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau yang telah mencapai golongan IV
sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 31 orang, dan golongan II

sebanyak 51 orang.
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stiker tanda parkir berlangganan. Waktu yang diperlukan hanya
berkisar antara 3-5 menit.

. Biaya ringan;

Biaya yang dikenakan kepada masyarakat wajib retribusi parkir
tepi jalan umum sangat ringan dibanding biaya yang harus
dikeluarkan ketika retribusi dibayar setiap kali parkir (parkir
harian). Dalam Perda Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan bahwa
untuk jenis motor dikenakan Rp 500,- per parkir, tapi jika
berlangganan bulanan dikenakan Rp 4.000,- dan jika berlangganan
tahunan hanya membayar Rp 29.000,-. Dengan demikian jika
membayar retribusi parkir berlangganan biaya yang dikeluarkan
meniadi sangat ringan dan murah.

Transparan;

Pada pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem
berlangganan telah ada papan informasi tentang besarnya tarif yang
harus dibayar oleh wajib retribusi. Wajib retribusi hanya membayar
biaya sesuai dengan nilai yang tercantum pada papan informasi
tersebut dan ditambah lagi ada kuitansi bukti pembayaran yang
diterima oleh wajib retribusi. Bagi petugas pemungut sendiri ada
potongan bukti kuitansi pembayaran yang disimpan oleh petugas
untuk kemudian jumlah pendapatan yang diperoleh dihitung dan
disesuaikan dengan jumlah nilai pada potongan kuitansi tersebut.
Selain itu petugas juga mencatat pendapatan harian dalam buku

laporan dan uang hasil peroleh pemungutan retribusi langsung
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distor juga pada hari itu kepada Bendara Penerima pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau untuk selanjutnya di setorkan ke

Kas Daerah.

4. Pemahaman dan kepuasan masyarakat

Hasil wawancara dengan responden dari wajib retribusi ternyata
masih banyak yang belum bisa membedakan retribusi parkir tepi jalan
umum dengan retribusi parkir khusus. Masyarakat hanya memahami
bahwa yang mereka bayar adalah retribusi tentang parkir, jadi dimana
pun mereka parkir tidak harus membayar lagi. Misalnya ketika mereka
ke Pasar Sanggam Adji Dilayas, di pintu keluar terdapat pos tempat
pembayaran retribusi parkir dan mereka harus membayar retribusi
tersebut.

Seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Jalan Manunggal,
mengungkapkan bahwa dirinya sering ke Pasar Sanggam Adji Dilayas
untuk belanja dan setiap kali membayar retribusi parkir pasar sering
bertanya kenapa harus bayar parkir lagi padahal sudah bayar retribusi
parkir berlangganan sebesar Rp 29.000,- per tahun dengan pihak Dinas
Perhubungan? Apakah retribusi yang dibayarnya tersebut tidak double?
Pertanyaan senada juga disampaikan oleh seorang guru SMP di
Sambaliung yang beralamat di Jalan Murjani 3 tentang biaya parkir
yang dibayar pada saat ke pasar dan saat ada kegiatan expo.

Lain lagi dengan seorang wiraswasta beralamat di Jalan

Sudirman dan seorang PNS pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
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yang berlamat di Jalan Durian 3 menganggap bahwa retribusi parkir
yang dibayarnya sudah menjadi kewajiban bagi para pemilik kendaraan,
karena tujuannya juga jelas untuk pembangunan daerah khususnya
jalan. Menurutnya yang disayangkan adalah tidak adanya petugas di
jalanan yang mengurusi parkir seperti di kota lain misalnya kota
Samarinda.

Dari responden lainnya, seorang guru yang beralamat di jalan
Murjani juga mempertanyakan yang dibayar parkir tapi tidak merasa
manfaatnya karena tidak adanya petugas atau juru parkir di jalan-jalan
karena mereka bisa lebih aman bila ada petugas yang bisa menjaga
kendaraan dan perlengkapan lainnya. Lanjut pertanyaan adalah
tanggung jawab Dinas Perhubungan jika terjadi kehilangan karena
parkir di tepi jalan. Namun diakuinya bahwa cara berlangganan juga
lebih bagus karena tidak mesti harus bayar parkir tiap kali parkir di
pinggir jalan atau depan toko.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman
masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi parkir belum
tersosialisasikan secara merata kepada masyarakat. Demikian juga
pemahaman tentang tujuan dari membayar retribusi parkir yang selama

ini dibayar oleh mereka.

. Organisasi
Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh
Dinas Perhubungan saat ini ditangani oleh Seksi Sarana dan Prasarana

Jalan. Seperti diketahui bahwa selain tentang perparkiran ini, Seksi
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sarana dan Prasarana juga mengurusi perlengkapan jalan. Bahkan saat
ini Seksi Sarana dan Prasarana Jalan juga mengurusi Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB).

Diakui oleh Kepala seski Sarana dan Prasarana Jalan bahwa
seksi ini sangat banyak dan berat tugas yang diembannya sedangkan
jumlah personilnya sangat terbatas. Beliau merasa tidak bisa fokus dan
kesulitan dalam mendistribusikan pekerjaan/job kepada bawahannya.
Sehingga menurut beliau harus ada pekerjaan yang harus lepas dari
Seksi Sarana dan Prasarana Jalan dan berdiri sendiri menjadi unit lain,

misalnya PKB dan Perparkiran.

. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi aktif dan
intens baik antar institusi maupun antara pimpinan dan bawahan
termasuk komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat.
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petugas
pemungut dan petugas SAMSAT dari Satlantas tentang jalinan
komunikasi yang sudah berjalan selama ini.

Menurut kedua petugas pemungut retribusi bahwa komunikasi
antara mereka dengan atasan langsungnya (Kepala seksi Sarana dan
Prasarana Jalan) telah berjalan dengan baik. Secara berkala mereka ada
briefing yang dimaksudkan untuk memberikan arahan dan motivasi
kepada petugas pemungut retribusi dan juga sebagai sarana menyaring

aspirasi serta keluhan dari mereka. Bahkan saat ini mereka sudah
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diwajibkan untuk membuat laporan mingguan atas kegiatan dan
perolehan hasil pungutan retribusi mereka untuk disampaikan kepada
kepala seksi. Ditambahkannya bahwa yang sangat mereka inginkan
adalah adanya jadwal dari pimpinan untuk “blusukan” ke SAMSAT
tempat pemungutan retribusi parkir sebagai spirit bagi mereka dan juga
sebagai ajang bagi wajib retribusi untuk tanya jawab atau sosialisasi
tentang pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.

Menurut koordinator Satantas yang bertugas di SAMSAT,
komunikasi antar institusi dalam kerjasama pemungutan retribusi sudah
berjalan baik, tapi alangkah lebih baik lagi bila bisa ditingkatkan untuk
lebih mudah mengkomunikasikan setiap permasalahan misalnya dengan
mengadakan pertemuan regular antara Pemerintah Daerah Kabupaten

Berau dengan pihak pengelola SAMSAT Wilayah Berau.

. Penerapan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam sebuah layanan masyarakat
dimaksudkan untuk lebih mempermudah layanan baik dari cara
pelayanan, waktu maupun kenyamanannya. Dalam layanan pemungutan
retribusi parkir sistem berlangganan pun penerapan teknologi juga dapat
dilakukan/diterapkan.

Dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa penggunaan
teknologi pada layanan pemungutan retribusi parkir belum diterapkan.
Hal ini terlihat dari cara pembayaran yang masih konvensional (cara

pembayaran pada umumnya) yaitu pembayaran langsung wajib retribusi



43068.pdf
105

kepada petugas retribusi untuk kemudian disetorkan kepada bendahara
penerima dinas dan akhirnya disetorkan ke kas daerah. Berbeda dengan
beberapa bentuk layanan lainnya misalnya pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang tagihannya bisa diakses pada website sudah dan bisa
dibayar langsung ke kas daerah atau ke bank-bank yang ditunjuk.

Disini terlihat bahwa potensi untuk resiko terjadinya pungutan
liar atau resiko terjadinya selisih jumlah setoran dapat terjadi yang pada
akhirnya akan menjadi resiko bagi para petugas pemungut. Hal ini
disampaikan oleh petugas administrasi pembayaran dalam pemungutan
retribusi parkir banwa dia baru merasa tenang ketika hasil perolehan
retribusi parkir tersebut sudah disetorkan kepada bendahara penerima
Dinas Perhubungan. Resiko uang tercecer, hilang atau dicuri serta
resiko mengganti kembali uang yang hilang menjadi kekhawatiran bagi
petugas pemungut retribusi.

Saat penulis meminta penjelasan kepada Kepala Bidang Lalu
Lintas tentang penggunaan teknologi berbasis jaringan dalam penarikan
retribusi parkir tepi jalan umum disampaikan bahwa wacana itu sudah
ada. Beliau mencontohkan seperti yang telah dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir dengan
penerapan teknologi berbasis jaringan internet. Bagi Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau masih dalam tahap perencanaan dan
kajian teknis khususnya penentuan lokasi parkir dan penggunaan

software yang cocok.
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C. Pembahasan

Setelah memperoleh gambaran hasil penelitian tentang pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sistem berlangganan,
dilanjutkan dengan Pendekatan evaluasi dengan model evaluasi CIPP
berorientasi pada suatu keputusan dari pengambil kebijakan/pembuat
keputusan (a decision oriented evaluation approach structured), evaluasi atas
hasil penelitian dapat dianalisis berdasarkan unsur evaluasi CIPP melalui
modifikasi penilaian yaitu melalui scoring-descriptive. Hasil analisis akan
dibuatkan penilaian dalam bentuk angka berdasarkan penjelasan atau uraian
tentang konsekuensi dan faktor-faktor yang dapat mendukung dan
menghambat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum
dengan sisiem berlangganan. Tujuannya adalah untuk membantu pembuat
kebijakan (pimpinan) dalam membuat keputusan guna menetukan program
atau kebijakan itu harus diteruskan, dihentikan, ditunda, diperbaiki atau
dibatalkan. Sehingga evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi
jalan umum dengan sistem berlangganan melalui kantor SAMSAT Tanjung
Redeb dengan menggunakan metode evaluasi CIPP untuk melihat seberapa
besar kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan kriteria/standar. Sistem
penilaiannya adalah dengan nilai (score) yaitu:

Score 1 = kondisi kurang baik
Score 2 = kondisi cukup baik
Score 3 = kondisi baik

Score 4 = kondisi sangat baik (memuaskan)
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Penilaian dengan acuan nilai/score dimaksudkan untuk membantu
dalam menilai kesesuaian standar dengan implementasinya. Jika angka 1
(satu) yang diberi tanda conieng (V) berarti nilainya “kurang” yang
dimaksudkan untuk menunjukkan kesenjangan antara pelaksanaan dengan
standar terlalu jauh atau tidak berjalan dengan baik. Demikian juga dengan
angka 2 yang berarti “cukup baik” antara pelaksanaan dengan standar, angka
3 untuk nilai “baik” dan angka 4 untuk kondisi “baik sekali” karena antara
pelaksanaan dengan standar tidak terjadi kesenjangan sama sekali atau sangat
sesuai dengan yang diharapkan.

1. Aturan hukum

Sistem layanan manunggal pada kantor layanan SAMSAT antara
Dispenda Provinsi, Kepolisian RI dan PT. Jasa Raharja (persero) untuk urusan
pajak kendaraan, kelengkapan administrasi kendaraan dan jaminan asuransi
kecelakaan lalu lintas tentunya telah dirancang untuk lebih memudahkan
masyarakat dalam mengurus kewajibannya dan menyederhanakan
administrasinya. Demikian juga dengan maksud dilakukannya pemungutan
parkir tepi jalan umum sistem berlangganan yang dilakukan di kantor layanan
SAMSAT Tanjung Redeb yakni masyarakat juga bisa terlayani dengan baik,
simpel dan praktis. Tapi sayangnya retribusi parkir tepi jalan umum ini tidak
bisa menjadi satu layanan SAMSAT dengan alasan payung hukumnya yang
belum ada. Belum ada undang-undang, peraturan pemerintah atau pun
peraturan daerah (perda) yang menaungi pelaksanaan pelayanan menjadi satu

sistem.
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Saat ini yang dijadikan landasan hanyalah nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU) antara pengelola SAMSAT dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Kelemahannya adalah umur berlakunya
sangat tergantung dari pimpinan yang menjabat saat itu. Jika pejabat tidak
menginginkan lagi kerjasama tersebut, maka kesepakatan itu dapat dibatalkan
atau dihentikan atau sebaliknya jika masih berkenan untuk dilanjutkan maka
kerjasama tersebut tetap berjalan. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi
suasana dan lingkungan kerja khususnya di lokasi pemungutan retribusi
(SAMSAT). Sehingga kondisi ini harus mulai dipertimbangkan untuk
membuat payung hukumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku.

Namun jika dicermati dari ruang lingkup obyek layanannya,
sesungguhnya obyeknya sama dimana yang dilingkupinya adalah masalah
kendaraan dan lalu lintas. Perbedaannya terletak pada siapa yang memungut
dan disetorkan kemana. Untuk pajak kendaraan, kelengkapan administrasi
kendaraan dan asuransi kecelakaannya dananya disetorkan ke negara
sedangkan retribusi parkir disetorkan ke daerah. Padahal di kantor layanan
SAMSAT telah ada petugas bank yang ditunjuk untuk melayani pembayaran.
Bank sebagai lembaga jasa keuangan publik harus melayani masyarakat dari
kalangan mana saja. Sehingga seharusnya layanan pembayaran retribusi parkir
tepi jalan umum pun bisa dilakukan di kantor layanan SAMSAT melalui
petugas bank yang ada. Untuk pemilahan urusan administrasinya ataupun bagi
hasilnya dapat diatur dengan kesepakatan bersama antar pengelolah. Dengan

demikian akan membuat layanan menjadi lebih pasti, aman dan nyaman.
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2. Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur

Pada sisi sumber daya manusia (aparatur), Seksi Sarana dan Prasarana
Jalan sangat terbatas jumlah dan kemampuan teknis aparaturnya. Aparatur
yang ada hanya berjumlah 6 orang staf dan seorang kepala seksi. Dari 5 orang
staf yang ada, 4 orang sudah bertugas untuk mengurusi pemungutan retribusi
parkir tepi jalan umum dan 1 orang lagi khusus untuk PJU serta 1 orang
adminsitrasi. Sehingga seksi ini sangat membutuhkan tambahan aparatur
untuk menangani pekerjaan yang jumlahnya banyak dan beragam.

Khusus pada petugas pemungut retribusi parkir, jumlah yang melayani
pada kantor layanan SAMSAT Tanjung Redeb sudah ideal. Apalagi dengan
pembagian tugas yang sudah terarah. Hasil pemungutan retribusi parkir tepi
jalan umum di Kantor SAMSAT Tanjung Redeb pun sudah mengalami
peningkatan yang signifikan. Dengan demikian tidakperlu penambahan
personil.

Permasalahannya adalah pengetahuan petugas tentang parkir tepi jalan
umum, manfaat retribusi parkir berlangganan dan juga kemampuan
komunikasi dengan masyarakat masih belum memadai. Mereka hanya diberi
tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi tapi pengetahuan dan
wawasan yang berkaitan dengan retribusi parkir belum maksimal. Kondisi ini
akan sangat mempengaruhi performa, sikap dan rasa percaya diri petugas
yang pada akhirnya akan membawa preseden buruk bagi pelaksanaan
pemungutan karena masyarakat wajib retribusi tidak akan puas dengan
layanan atau jawaban yang diberikan oleh petugas pemungut yang dianggap

tidak professional dengan tugasnya. Konsekuensinya adalah munculnya rasa
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kurang percaya atau respek dari wajib retribusi kepada petugas yang
bermuara pada penurunan kinerja pemungutan retribusi parkir tersebut.
. Standar pelayanan minimal/SOP

Harus disadari bahwa pola layanan publik yang bermutu seharusnya
memiliki standar pelayanan agar tercipta rasa kepastian dan kenyamanan bagi
pelanggan (wajib retribusi). Kepastian akan cara pengurusan, jalur pelayanan,
waktu pelayanan dan kemana harus menyampaikan keluhan yang
terakomodir dalam standar pelayanan minimal tentunya akan lebih
memuaskan pelanggan.

Dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem
berlangganan ini, pola layanannya tergolong sederhana dan tidak
membutuhkan waktu yang lama karena interaksi antara wajib retribusi dengan
petugas pemungut hanya berlangsung kisaran 3 menit. Namun yang menjadi
masalah jumlah layanan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang
terbatas dan juga tidak adanya layanan aduan pelanggan.

Lokasi pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum ini hanya ada di
kantor layanan SAMSAT Tanjung Redeb, sedang kantor layanan SAMSAT
di Wilayah Berau ada 3 lokasi. Dengan demikian pelayanan menjadi terbatas
dan tidak maksimal sehingga banyak masyarakat wajib retribusi tidak
membayar kewajibannya. Sehingga ketika diadakan razia untuk menjaring
kembali wajib retribusi yang belum membayar retribusi parkir tepi jalan
umum ini, banyak wajib retribusi yang mengajukan protes/complain.
Seyogianya pihak Dinas Perhubungan sudah mulai memikirkan untuk

membuka layanan baru di kantor layanan SAMSAT yang ada atau melakukan
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layanan “jemput bola” yakni melakukan layanan keliling seperti yang
dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dengan program jasa
layanan pembuatan SIM keliling dengan menggunakan kendaraan roda 4
(mobil).

Kendala lainnya adalah belum ada layanan untuk aduan pelanggan,
baik di tempat pemungutan retribusi maupun di kantor Dinas Perhubungan.
Dengan demikian petugas berfungsi ganda selain sebagai petugas pemungut
juga sebagai narator aduan masyarakat. Tentunya kondisi ini akan sangat
menggangu pelayanan karena harus melayani 2 layanan sekaligus.

Kondisi pelayanan yang lain adalah kondisi lapangan dimana jalan-
jalan yang menjadi lokasi parkir tepi jalan umum sesungguhnya harus
dilengkapi dengan tanda-tanda (rambu) dan fasilitas penunjang lainnya
mengingat hanya jalan kabupaten saja yang boleh dimanfaatkan sisi jalannya
sebagai tempat parkir, sedang untuk jalan provinsi dan jalan negara tidak
dibolehkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Tidak kalah pentingnya juga adalah sistem pengadministrasian. Sistem
administrasi yang terarah, terkoordinasi dan terintegrasi tentunya akan
memudahkan dalam penataan, pengarsipan maupun pada saat
audit/pemeriksaan. Demikian juga seharusnya yang berlaku pada layanan
pemungutan retribusi parkir tepi jalan ini, sistem administrasi yang tidak rapi
dan inkonsisten akan menyebabkan kesulitan dalam penataan, pengarsipan
maupun auditnya. Kondisi seperti ini rawan untuk potensi penyalahgunaan

data dan dana, sehingga hal ini juga menjadi salah satu pentingnya
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perparkiran dikelola oleh unit tersendiri karena sistem administrasi dann
pengelolanya sudah dikelola secara mandiri tidak tercampur dengan
pekerjaan lainnya.
4. Pemahaman dan Ketaatan masyarakat
Pemahaman masyarakat tentang parkir tepi jalan umum dengan parkir
pada tempat khusus parkir belum seperti yang diharapkan termasuk dengan
maksud dipungutnya retribusi parkir. Persoalan ini harusnya menjadi perhatian
dan pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau agar
masyarakat bisa lebih paham tentang persoalan parkir, hak dan kewajiban para
pengendara atau pemilik kendaraan dalam urusan parkir dan menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta membangun Kabupaten Berau
melalui pembayaran retribusi parkir ditepi jalan umum. Ada banyak cara
untuk mewujudkan hal itu misalnya dengan penyuluhan, sosialisasi lewat
media cetak atau elektronik, pemasangan leaflet, spanduk, banner atau baliho,
namun harus dilakukan secara berkesinambungan.

Jika masyarakat memahami maksud dari penarikan retribusi parkir tepi
jalan umum tentunya akan menumbuhkan kesadaran untuk taat membayar
retribusi dimaksud. Tanpa harus dipaksa, masyarakat wajib retribusi akan
menunaikan kewajibannya untuk membayar retribusi karena menyadari
maksud dan manfaat dari pembayaran retribusi tersebut.

Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Berau juga harus
mempersiapkan aparaturnya (petugas) yang cakap, berwawasan, simpatik dan

berwibawa dalam memberikan penyuluhan tentang retribusi parkir tepi jalan
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umum. Dengan demikian secara psikologis akan membuat masyarakat akan
menaruh rasa hormat dan simpati kepada petugas.
5. Kepemimpinan

Sistem manajerial pada suatu satuan kerja juga sangat menentukan
sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik atau tidak. Pemimpin memegang
kendali jalannya organisasi dengan sistem yang dipilihnya. Bawahan akan
mengikuti pola kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pimpinan.
Namun seorang pimpinan juga harus bisa membaca kemampuan dan tipikal
bawahannya, peka dengan fenomena yang terjadi dan bisa mengayomi
bawahannya tanpa pandang bulu.

Dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan retribusi parkir oleh para
petugas pemungut retribusi telah diketahui bahwa yang mereka inginkan dari
pimpinan mereka adalah perhatian. Bentuk perhatian pimpinan yang
dimaksudkan adalah adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas kepada
aparatur sehingga masing-masing bertanggung jawab dengan tugasnya. Ada
penambahan wawasan untuk menjadi pengetahuan dan mampu memberi
jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan masyarakat wajib retribusi.
Selain itu adanya penghargaan atau sanksi (reward or punishment) atas
kinerja mereka sehingga dapat menjadi motivasi mereka dalam melaksanakan
tugas. Tidak kalah pentingnya adalah terjalinnya komunikasi aktif dua arah
antara pimpinan dengan para petugas dalam berbagai hal yang berkaitan
dengan tugas mereka di lapangan dan juga rasa mendapatkan perlindungan

dan bimbingan sebagai bentuk pengayoman dari pimpinan.
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Bentuk keinginan para bawahan (petugas pemungut retribusi) tidak
berlebihan dan disinilah dibutuhkan kepekaan seorang pimpinan untuk dapat
membaca dan mengakomodir kebutuhan mereka. Jika bawahan merasa tidak
mendapat perhatian dari pimpinan tentunya akan mengurangi motivasi kerja
mereka dan mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas yang
diperintahkan.

. Struktur organisasi

Dari struktur organisasi, pelaksana pemungutan retribusi parkir tepi
jalan umum sistem berlangganan ini ditangani oleh Seksi Sarana dan
Prasarana Jalan sesuai tugas pokok dan fungsi seksi. Seperti telah diketahui
bahwa seksi Sarana dan Prasarana Jalan memiliki banyak tugas yang bersifat
sangat teknis tetapi jumlah aparaturnya sangat terbatas. Tugas teknis yang
dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan
perlengkapan keselamatan jalan, pengelola dan pengawasan perparkiran,
rekomendasi pengelolaan terminal dan sejak tahun 2017 ditambahkan lagi
pekerjaan baru untuk melaksanakan pemeliharaan lampu penerangan jalan
umum (LPJU) yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Pertambangan dan
Energi.

Dengan beban pekerjaan yang sebanyak itu sudah seharusnya dilakukan
pemecahan tugas-tugas khusus tentang parkir dengan membuat unit kerja
baru yang dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran.
Dengan adanya UPTD Perparkiran, urusan untuk pertimbangan teknis
perparkiran, perekrutan petugas, urusan adminstrasi dan manajerial,

penganggaran kegiatan dan pemungutan retribusi bisa lebih fokus dan terarah
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serta professional. Selain itu seksi Sarana dan Prasarana Jalan juga dapat
terkurangi beban pekerjaannya. UPTD nantinya akan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Dinas, tidak lagi kepada kepala seksi dan kepala
bidang.

7. Komunikasi lintas sektor

Membangun kerjasama yang solid lintas sector tentunya membutuhkan
komunikasi yang baik dan lugas. Hal ini dimaksudkan agar menghindari
kesalahpahaman dan membangun persamaan persepsi untuk melangkah
seiring sejalan dalam mencapai tujuan bersama.

Komunikasi yang ditawarkan oleh pihak SAMSAT kepada Dinas
Perhubungan Kabupaten Berau salah satunya dalam bentuk pertemuan regular.
Hal ini harus direspon oleh Dinas Perhubungan dan ditindaklanjuti. Tujuannya
adalah agar komunikasi yang intens tersebut akan membangun persepsi yang
sama dalam melayani masyarakat, menghilangkan prasangka yang tidak
mendasar dan yang lebih penting adalah mempererat silahturahmi sesama
aparatur pemerintah. Dengan adanya kesepahaman akan mewujudkan sikap
saling mengharagai dan saling mendukung sehingga suasan kerja dapat
berlangsung dengan kondusif dan nyaman.

8. Penerapan teknologi

Kemajuan teknologi saat ini sésungguhnya dapat dipergunakan untuk
membantu kelancaran pelayanan. Pemanfaatan teknologi jaringan sudah
saatnya mulai diterapkan dalam layanan publik seperti pemungutan retribusi

parkir tepi jalan umum sistem berlangganan. Saat ini telah banyak aplikasi
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yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan
urusan pembayaran tagihan.

Harusnya informasi tentang lokasi parkir yang aman, jumlah tagihan
retribusi yang harus dibayar, masa kadaluarsa penagihan retribusi, cara dan
lokasi pembayaran dan sebagainya adalah salah satu contoh penerapan
teknologi pada retribusi parkir berlangganan. Keunggulan penerapan teknologi
ini adalah mengurangi intensitas pertemuan wajib retribusi dengan petugas
pemungut retribusi untuk mengurangi berbagai resiko misalnya komplainan,
kolusi, nepotisme, pungutan liar (pungli)/korupsi, kehilangan dan sebagainya.

Selain itu dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini
dimungkinkan untuk kemudahan informasi tentang info jumlah tagihan
retribusi, masa kadaluarsa retribusi/jatuh tempo retribusi, lokasi pembayaran
retribusi terdekat atau on-line dan jumlah capaian retribusi yang sudah
diperoleh dan sebagainya.

Dari pembahasan tersebut maka kita bisa memasukkan nilai (scoring)
terhadap unsur-unsur yang dinilai berdasarkan komponen evaluasi CIPP
setelah melihat kesenjangan yang terjadi antara fakta pelaksanaan di lapangan
dengan standar atau tujuan yang diharapkan, analisis akan resiko atau dampak
yang bisa timbul jika dibiarkan dan peluang yang bisa dilakukan dalam rangka
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlanggan
dalam peningkatan PAD Kabupaten Berau. Matriks hasil evaluasi CIPP ini

dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut.
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Komponen Evaluasi

Scoring/nilai

1

2

3

4

Konteks
(contecs)

e Meningkatnya retribusi parkir tepi jalan
umum

» Suasana/lingkungan kerja yang kondusif

e Prasarana dan sarana yang memadai

\l

Masukan
(input)

e Aturan hukum

e Petugas Pemungut retribusi
e Kendaraan

e SOP/SPM

e Masyarakat

e Pimpinan

e Organisasi

e Komunikasi

e Teknologi

L. L 2 2 @ 2

Proses
(process)

e UU/PP/Perda/Peraturan lainnya yang
menaungi.

¢ Pengetahuan, wawasan, skill/kualifikasi

¢ Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor

o Tidak ada Pihak Ketiga

e Standar pelayanan yang efektif dan efisien

e Sosialisasi yang intens

¢ Pengawasan dan pengendalian

e Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas &
tegas

¢ Rapat/koordinasi/konsultasi

e Kemudahan info dan akses

< £

Produk/Ha
sil
(product)

e Kepastian hukum

e Meningkatnya potensi retribusi

¢ Petugas yang sigap dan professional

¢ Terbendungnya konflik sosial

e Kenyamanan dan kepuasan pelanggan

¢ Kesadaran dan ketaatan membayar retribusi
¢ Pengayoman

e Reward & punishment

e Terwujudnya UPTD Parkir

¢ Kesepahaman dan saling mendukung

¢ Penggunaan teknologi berbasis jaringan

P

2 <2 <2 £

Keterangan :
1 = kurang baik 3 =baik

2 = cukup baik

Gambar 4.2.

Penilaian komponen kriteria metode evaluasi CIPP

4 = baik sekali (memuaskan)
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Berdasarkan hasil scoring pada matriks evaluasi CIPP tersebut terlihat
keunggulan/kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir tepi jalan umum sistem berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Berau. Keunggulan dan kelemahan itu berdasarkan evaluasi
yang dilakukan terhadap unsur-unsur yang berpengaruh dalam pelaksanaan
pemungutan reribusi tersebut.

Kelemahan yang ditemukan dari pemungutan retribusi parkir tepi jalan
umum dengan sistem berlangganan di kantor SAMSAT saat ini berdasarkan
evaluasi CIPP yaitu :

a. Payung hukumnya yang lemah bahkan tidak kuat karena hanya
berdasarkan MoU sehingga kapan saja dengan mudah dapat dihentikan
tanpa ada kepastian hukumnya, selain itu juga dapat mengganggu suasana
kerja, menurunkan kinerja instansi pelaksana dan munculnya persaingan
tidak sehat;

b. Unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi belum spesifik
dengan tupoksi sehingga diperlukan struktur organisasi yang lebih khusus
dan kuat dengan SOP/SPM yang jelas dan tegas sehingga pemberdayaan
sumber daya manusia dan prasarana tidak maksimal yang berakibat kepada
rendahnya performa, percaya diri dan profesionalitas petugas tim
pemungut retribusi;

¢. Pemanfaat teknologi yang belum diterapkan karena perkembangan
teknologi saat ini seharusnya sudah menjadi gaya hidup (frend) untuk
memaksimalkan pelayanan, kemudahan info dan akses, adminsitarsi dan

keamanan (safety) dari tindakan pungutan liar atau korupsi.
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d. Mutu layanan yang belum maksimal karena pelayanan masih hanya
dilakukan di kantor SAMSAT Tanjung Redeb dan Gedung PKB, padahal
lokasi layanan bisa dilakukan dengan menambah unit layanan baru atau
layanan mobile.

e. Sosialisasi/penyuluhan masih sangat kurang sehingga banyak yang belum

paham dan patuh untuk melakukan pembayaran retribusi.

Keunggulan yang dimiliki oleh pemungutan retribusi parkir tepi jalan
umum dengan sistem berlangganan di kantor SAMSAT saat ini berdasarkan
evaluasi CIPP yaitu:

a. Lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman karena teiah ada
kesepahaman dan dukungan dari pengelola SAMSAT Tanjung Redeb
untuk melakukan pemungutan retribusi dan berada dalam ruangan yang
salah satu pengelolanya berasal dari unsur pengamanan (polisi) sehingga
potensi keributan/berbuat gaduh lebih kecil;

b. Pelaksanaan pungutan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem
berlangganan lebih efektif dan efisien baik bagi petugas pemungut
maupun bagi masyarakat wajib retribusi dari segi waktu, tenaga dan biaya;

c. Pengawasan dan pengendalian tentang hasil pungutan retribusi atau
permasalahan yang timbul (aduan) menjadi lebih mudah dan terarah
penanganannya;

d. Dapat mencegah konflik sosial karena tidak memberi peluang bagi pihak
ketiga untuk mengelola parkir sehingga kasus perebutan lahan parkir oleh

antar individu atau kelompok tertentu tidak terjadi.
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Dari uraian fentang kelemahan dan keunggulan itu maka akan menjadi
bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk membuat keputusan apa
yang harus atau tidak harus dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja
pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sistem berlangganan dalam
meningkatkan PAD Kabupaten Berau. Semua kelemahan harus
ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan sedangkan keunggulan ini
barus dipertahankan dan terus ditingkatkan mutunya sehingga apa yang
menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal demikian juga dalam

proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem berlangganan melalui kantor

SAMSAT, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem
berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
melalui Dinas Perhubungan dalam rangka menggali potenst PAD Kabupaten
Berau sudah berjalan dengan baik meski bukan merupakan satu kesatuan
dengan layanan SAMSAT.

2. Hasil pencapaian target retribusi parkir tepi jalan umum sistem berlangganan
yang fluktuatif disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang berasal dari
unsur-unsur dalam organisasi dan juga dari luar organisasi yang
mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.

3. Faktor—faktor yang mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi
jalan umum dengan sistem berlangganan dalam meningkatkan PAD
Kabupaten Berau adalah:

a. Pertambahan jumlah kendaraan yang signifikan di Kabupaten Berau setiap

tahunnya sebagai potensi besar sumber retribusi parkir tepi jalan umum;
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b. Adanya nota kesepahaman/MoU sebagai dasar pelaksanaan kerjasama
berupa penempatan layanan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum
sistem berlangganan di kantor SAMSAT;

c. Pembagian tugas yang jelas dan tegas serta tanggung jawab dari para
petugas pemungut retribusi;

d. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam penganggaran
kegiatan peningkatan retribusi parkir tepi jalan umum;

e. Komunikasi antar institusi yang sudah berjalan dengan baik antara Dinas
Perhubungan, Satuan Lalu Lintas Polres Berau dan UPT Dispenda
Provinsi Kalimatan Timur dalam berbagai hal yang berkaitan dengan lalu
lintas jalan dan retribusi;

f Sudah banyak masyarakat wajib retribusi yang dengan kesadaran sendiri
untuk menunaikan kewajibannya membayar retribusi parkir tepi jalan
umum dengan sistem berlangganan.

. Faktor—faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi

jalan umum dengan sistem berlangganan dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Berau adalah:

a. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau yang belum
menempatkan urusan perparkiran sebagai unit kerja mandiri tapi masih
dibawah Seksi Sarana dan Prasarana Jalan membuat birokrasi
administrasinya menjadi panjang dan tidak maksimal dalam penanganan

persoalannya;
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b. Masih terbatasnya pengetahuan petugas pemungut retribusi parkir seputar
perparkiran membuat petugas menjadi kurang percaya diri Kketika
berhadapan dengan masyarakat wajib retribusi yang kritis;

c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami dengan benar
tentang retribusi parkir tepi jalan umum dan manfaat dari pungutan
retribusi bagi pembangunan daerah yang disebabkan oleh belum
maksimalnya penyuluhan dan penggunaan sarana informasi sebagai
bentuk sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;

d. Belum diterapkannya teknologi jaringan untuk kemudahan pelayanan
retribusi parkir tepi jalan umum kepada masyarakat pengguna jaringan
internet/smart phone;

e. Masih belum amannya pola pemungutan dan masih terbukanya peluang
rawan pungli/korupsi karena transaksi pembayaran masih dilakukan secara

konvensional antara wajib retribusi dengan petugas retribusi.

B. Saran
Untuk lebin mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi
jalan umum sehingga upaya untuk meningkatkan PAD pada bidang perhubungan
dapat tercapai, maka disarankan :
1. Dinas Perhubungan melakukan “jemput bola” dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi parkri tepi jalan umum sistem berlangganan dengan
membuka layanan mobile yang bisa bergerak/berpindah tempat sesuai

lokasi yang diinginkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang
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layanan jasa keliling tersebut, tidak hanya terpaku di SAMSAT, gedung
PKB dan razia.

. Urusan perparkiran dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Perparkiran untuk lebih memudahkan dan mempertajam pelayanan kepada
masyarakat dan memangkas birokrasi administrasi.

. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau memprogramkan penyuluhan dan
sosialisasi yang kontinyu kepada masyarakat dan pengendara/pemilik
kendaraan untuk taat membayar retribusi.

. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau sudah mulai memprogramkan
pelayanan yang berbasis jaringan dan pembayaran yang manunggal pada
lembaga jasa perbankan untuk mengurangi resiko yang bisa timbul dalam

pelaksanaan pemungutan retribusi.
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

Gol. Responden : Masyarakat (Wajib Retribusi)
Nama
Alamat

Pekerjaan

pe

1. Apakah Saudara mengerti retribusi apa yang dibayar pada petugas dari Dishub ?

2. Mengapa mau membayar retribusi ?

3. Dapatkah Saudara membedakan parkir di tepi jalan umum dengan parkir di pasar atau di
Bandara ?

4. Menurut Saudara mana yg lebih menguntungkan / nyaman penarikan langsung dilapangan
atau system berlangganan ?

5. Menurut Saudara apa manfaatnya membayar retribusi parkir tepi jalan umum
berlangganan?

6. Apa yang dikeluhkan oleh Saudara dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan sistem
berlangganan ?

7. Apakah Saudara pernah terjaring razia parkir ? bagaimana tanggapan Saudara?

8. Apakah Saudara merasakan dampak langsung manfaat pelayanan dari retribusi yang

Saudara bayar ?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

(Petugas Pemungut Retribusi)

Nama
Alamat
Jabatan

Sudah berapa lama Saudara bertugas di pelayanan Bisa dijelaskan bagaimana pola
pelayanan pemungutan Retribusi Parkir TJU dengan sistem berlangganan di Kantor
Layanan SAMSAT Tanjung Redeb ?

Bagaimana respon Masyarakat wajib Retribusi terhadap pembayaran Retribusi Parkir TJU
berlangganan ini ?

Bagaimana respon para petugas SAMSAT dengan keberadaan layanan retribusi parkir TJU
system berlangganan ?

Bagaimana pencapaian target retribusi parkir TJU sistem berlangganan ?

Bagaimana Kondis lingkungan kerja Anda ?

Apa kendala yang dihadapi ?

Bagaimana respon pimpinan (atasan langsung / kepala dinas) ?

Apa harapan Saudara untuk pelaksanaan pemungutan retribusi?
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

( Petugas SAMSAT)

Nama
Alamat
Jabatan
Untuk pengelola SAMSAT :

10. Bagaimana pola pelayanan SAMSAT dalam melayani masyarakat pemilik kendaraan ?

11. Mengapa penarikan retribusi parkir tidak dapat menjadi satu system dengan layanan
SAMSAT ?

12. Apakah keberadaan layanan retribusi parkir tepi jalan umum ini mengganggu layanan
SAMSAT ?

13. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kendala dalam hubungan kerjasama antara
pengelola SAMSAT dengan Dinas Perhubungan dalam pelayanan retribusi parkir tepi jalan
umum yang ditarik di Kantor SAMSAT ?

14. Apa saran Bapak/Ibu terhadap pemda Kabupaten Berau dalam dalam pemungutan

retribusi parkir tepi jalan umum system berlangganan?
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN KUNCI

(Kabid Lalu Lintas)

Nama
Alamat
Jabatan

. Bapak dapat memberikan gambaran kepada kami tentang latar belakang pelaksanaan parkir
tepi jalan umum dengan cara berlangganan karena sebelumnya telah dilaksankan dengan
cara pemungutan langsung di lapangan ?

. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di kantor
SAMSAT ?

. Dengan melihat pertumbuhan kendaraan yang ada di Kabupaten Berau yang cukup pesat,
target retribusi dalam beberapa tahun tidak bertambah secara signifikan termasuk hasil
capaiannya. Dapatkah Bapak memberi penjelasan atas kasus tersebut?

. Bagaimana hubungan kerja dan komunikasi yang terjalin dengan pengelola SAMSAT
Berau ?

. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi
parkir dalam hal ini terhadap petugasnya maupun capaiannya ?

. Apa kendala yang dihadapi ?

. Bagaimana denngan penerapan teknologi untuk memudahkan pelayanan retribusi parkir
baik bagi masyarakat maupun bagi petugas pemungut ?

. Apakah ada peluang untuk mengganti system retribusi berlangganan dengan system yang

lainnya?
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

( Kepala Seksi Sapras Jalan )

Nama
Alamat

Jabatan

Untuk pengelola SAMSAT :

1. Bagaimana kondisi kerja Bapak / [bu dengan masuknya parkir dalam tupoksi seksi sarana
dan prasarana jalan ?

2. Bagaimana bapak mendistribusikan pekerjaan kepada anggota Bapak khususnya petugas
parkir?

3. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan parkir tepi
jalan umum system berlangganan baik terhadap kinerja petugas, hasil capaian target
maupun permasalahan yang timbul?

4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar
taat membayar retribusi parkir tepi jalan umum ?

5. Apakah ada upaya peningkatan kemampuan SDM bagi petugas parkir ?

6. Apakah ada penghargaan atau hukuman terhadap kinerja anggota Bapak ?

7. Bagaimana hubungan komunikasi antara Dishub dengan pihak SAMSAT ?

8. Apa saran Bapak/Ibu terhadap pemda Kabupaten Berau dalam dalam pemungutan
retribusi parkir tepi jalan umum system berlangganan?

9. Apa harapan bapak untuk pelaksanaan pemungutan retribusi ke depan?
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